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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah 

diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Polri dalam menanggulangi peredaran obat kadaluwarsa yaitu 

dengan melakukan pembinaan terhadap produsen maupun pedagang obat, 

melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap produsen dan pedagang obat, serta melakukan operasi penertiban 

di sarana produksi ataupun distributor obat. Kepolisian juga selalu 

mendukung kegiatan yang dilakukan oleh petugas Balai POM dan setiap 

berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selalu 

dilimpahkan ke Penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut. 

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pengedaran 

obat-obatan kadaluwarsa adalah, informasi dari masyarakat maupun dari 

sumber lain yang masuk tentang adanya peredaran obat kadaluwarsa tidak 

jelas mengenai jenis obat, merknya maupun lokasi- lokasi yang disinyalir 

terdapat obat kadaluwarsa, temuan awal harus ditindaklanjuti ke daerah di 

luar wilayah kerja, sehingga dalam hal ini tenaga, waktu dan dana yang 

diperlukan menjadi bertambah, kurangnya anggaran dana menjadi kendala 

intern, pedagang obat sering menerima nota polos tanpa adanya identitas 

dari agen, ditributor, ataupun produksinya, sehingga dalam hal ini 
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kesulitan untuk melacak atau menelusuri asal barang tersebut, dan 

pedagang sering memperoleh dari sales, agen atau distributor keliling 

yang tidak jelas identitasnya. 

 

B. Saran 

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan 

saran sebagai berikut 

Agar peredaran obat kadaluwarsa dapat ditekan seminimal mungkin, 

diperlukan undang-undang yang lebih spesifik mengatur masalah obat 

kadaluwarsa maupun obat keras atau obat palsu, karena dalam kenyataannya 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan belum dapat 

berlaku secara efektif dikarenakan tidak adanya pencatuman jenis obat yang 

dianggap membahayakan kesehatan. 
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